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Kata Kunci . Hak hadanah, Mahkamah Syar’iyah, perbandingan

budaya, perceraian, kepentingan anak.

Perebutan hak asuh anak dapat bervariasi di berbagai daerah, disebabkan oleh
perbedaan masalah umum yang memicu perselisihan tersebut. Situasi yang
kompleks ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perbedaan kebijakan hukum,
dinamika hubungan keluarga, dan kepentingan anak yang beragam. Baik dalam
UU Perkawinan maupun Kitab Hukum Islam (KHI). Menurut Kitab Hukum
Islam (KHI), hak asuh anak tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan
apa yang disebutkan dalam literatur hukum Islam atau figih. Dalam Kompilasi
Hukum Islam Pasal 105 disebutkan ketika terjadi perceraian anak yang belum
berusia 12 tahun pemeliharaannya ditanggung oleh ibu dan biaya ditanggung
oleh ayahnya, dijelaskan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban untuk
memelihara dan mendidik anak-anak mereka, baik saat perkawinan berlanjut
maupun jika terjadi perceraian. Hak hadanah juga diatur dengan berlandaskan
pada kepentingan anak, dan Pengadilan. memiliki peran penting dalam
memberikan putusan terkait perselisihan hak asuh anak. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif. Data
dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan hakim yang memutusakan
perkara hadanah di kedua Mahkamah Syar’iyah Takengon dan Mahkamah
Syar’iyah Langsa. Pengumpulan data juga melibatkan analisis putusan terkait
kasus hak hadanah. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan
dalam implementasi hak hadanah antara Takengon dan Langsa. Faktor-faktor
seperti norma budaya, sistem hukum yang berlaku, dan dukungan sosial
memainkan peran penting dalam penentuan hak hadanah di kedua daerah.
Namun, keputusan hakim di Mahkamah Syar’iyah Takengon dan Mahkamah
Syar’iyah Langsa tetap melihat siapa yang dapat dipercaya terhadap kepentingan
anak.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu
ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf
Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan
huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan
huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
i Alif | Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
Ba B Be
<
. Ta & Te
<
- Sa § es (dengan titik di atas)
Jim J Je
C
- Ha h ha (dengan titik di bawah)
. Kha Kh ka dan ha
C
Dal D De
>
3 Zal Vi Zet (dengan titik di atas)
Ra R Er
J
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) Zai Z zet
D)
Sin S Es
J*
. Syin S es dan ye
5 y y y!
” Sad $ es (dengan titik di bawah)
" Dad d de (dengan titik di bawah)
1 Ta t te (dengan titik di bawah)
5 Za z zet (dengan titik di bawah)
¢ “ain | koma terbalik (di atas)
. Gain G Ge
C
A Fa F Ef
3 Qaf Q Ki
5 Kaf K Ka
J Lam L El
. Mim M Em
R Nun N En
P Wau W We
A Ha H Ha
. Hamzah ‘ Apostrof
< Ya Y Ye
B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal Tunggal
IX



Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harakat, transliterasinya sebagai berikut:
Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal
Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama

- Fathah A A
. Kasrah I I
> Dammah U U

2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai

berikut:
Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap
Huruf Arab Nama Huruf Latin | Nama
6 Fathah dan ya Ai adani
; Fathah dan wau Au adanu
Contoh:
- X kataba
- J& faala
-l suila
- &S kaifa
- 335 haula
C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
6 N Fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas

X



L Kasrah dan ya I i dan garis di atas
; Dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:
- Je qala
- rama
- j:-@ gila

2

- J;Zj yvaqiilu
D. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta” marbutah ada dua, yaitu:
1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammabh, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah,
maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.
Contoh:

- JUbNI &% raudah al-arfal/raudahtul atfal

30 2, /° _ —
- gl &g ! al-madinahal-munawwarah/al-madinatul munawwarah

[

- b talhah
E. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf,
yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
- J%  nazala
- % al-birr

F. Kata Sandang
Xi



Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu J), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:
1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang vyang diikuti oleh  huruf syamsiyah
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
Kata sandang vyang diikuti oleh  huruf gamariyah
ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di
depan dan sesuai dengan bunyinya.
Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa

sempang.
Contoh:

- U ar-rajulu
- D al-galamu

- 233 asy-syamsu
- ij;\ al-jalalu
G. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:

) [}

- 436 ta ' khuzu

- iLs syai’un

- i}ﬁ\ an-nau’u
H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,
maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang
mengikutinya.
Contoh:

xii



- uaj\}“ A s W u\ 3 Wa innallaha lahuwa khair ar-razigin/
Wa innallaha lahuwa khairurrazigin

- Bk 5 BEE Q) . Bismillahi majreha wa mursaha

I. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
- G o el Alhamdu lillahi rabbi al-"Glamin/
Alhamdu lillahi rabbil “alamin
- 2P fjﬂ Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan
kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak
dipergunakan.

Contoh:

- e 538 A Allaahu gafiirun rahim

B S Lillahi al-amru jami an/Lillahil-amru jami an
J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan llmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan memungkinkan kelangsungan hidup manusia di dunia ini tetap
berjalan dengan cara memberikan potensi untuk memiliki anak dan meneruskan
garis keturunan secara sah. Selain itu, perkawinan juga memenuhi naluri
kebapakan dan keibuan seseorang yang mengarah pada pemberian kasih sayang.
Namun, dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan tidak
hanya berkaitan dengan pengembangan keturunan yang sah, tetapi juga
menuntut tanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak. Tanggung
jawab tersebut meliputi berbagai aspek, seperti masalah ekonomi, pendidikan,
dan kebutuhan dasar anak.*

Meskipun terjadi perceraian, anak tetap memiliki hak untuk menerima
perhatian dan pengasuhan dari kedua orang tua. Perceraian dapat menjadi
pengalaman yang menakutkan bagi seorang anak karena mereka sering kali
menjadi korban utama dalam situasi tersebut. Orang tua yang mengalami
perceraian harus tetap memikirkan bagaimana mereka dapat membantu anak-
anak mereka mengatasi kesedihan dan penderitaan yang timbul akibat
perpisahan itu. Orang tua, baik saat mereka masih bersama atau setelah bercerai,
memiliki tanggung jawab utama dalam memenuhi hak-hak anak mereka.
Kepentingan anak harus selalu diutamakan, sehingga meskipun orang tua telah
berpisah, kewajiban untuk memastikan kesejahteraan anak tetap ada. Ini berarti
orang tua harus bekerja sama dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk
anak, memberikan dukungan emosional dan fisik yang stabil, serta menjaga

komunikasi yang baik antara mereka.

!Ahmad Rofigq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998),
him. 235.
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Perceraian mungkin mengubah dinamika keluarga, tetapi hal itu tidak
seharusnya mengubah tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka.
Orang tua harus tetap berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman,
stabil, dan penuh kasih sayang bagi anak-anak mereka. Dengan melakukan hal
ini, mereka dapat membantu anak-anak menghadapi dan mengatasi dampak
psikologis yang mungkin terjadi akibat perceraian. Penting bagi orang tua yang
bercerai untuk bekerja sama secara kooperatif dan mempertimbangkan
kepentingan jangka panjang anak-anak mereka. Melalui komunikasi terbuka,
pengaturan yang baik terkait tugas dan tanggung jawab, serta penyelesaian
konflik yang sehat, mereka dapat menciptakan situasi yang lebih baik bagi anak-
anak mereka meskipun berada dalam keluarga yang bercerai.?

Dalam dalil nash al-Qur’an surat al-Bagarah ayat 233, dijelaskan bahwa
dalam kasus perceraian antara ayah dan ibu, si ibu harus menyusui anak mereka
selama dua tahun penuh. Namun, jika mereka sepakat untuk menghentikan masa
menyusui sebelum dua tahun, itu diperbolehkan. Jika para istri tidak ingin
menyusui anak-anak mereka, maka tanggung jawab menyusui anak menjadi
tanggung jawab ayah. Selama periode menyusui, nafkah para istri menjadi
tanggung jawab ayah. 3

Sebagaimana dalam kompilasi hukum Islam Pasal 98 Ayat (1), menjelaskan
bahwa batas usia anak yang mempu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun,
sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah
melangsungkan perkawianan, namun bila terjadi perceraian suami istri, dan

mempunyai anak yang belum mumayyiz (belum mengerti kemaslahatan

2 Sulaiman Rasyid. Figh Islam.(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), him. 426

3Dr. Jamhuri Ungel, MA, Aanak dan Perceraian Orang Tua. Diakses melalui
https://lintasgayo.co/2022/12/08/anak-dan-perceraian-orang-tua/, diakses pada tanggal 22
Desember 2022 pukul 01.33 WIB
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dirinya)* maka istrilah yang berhak mendidik dan merawat anak itu, karena ia

lebih berpengalaman dan lebih sabar dalam hal tersebut.®
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“Dari Abdullah bin Amr, bahwa seseorang perempuan bertanya : “Ya
Rasulullah, sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perutkulah yang
menjadi bejananya, lambungku yang menjadi pelindungny adan rusukku
yang menjadi minumannya tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk
mengambil dariku”. Maka sabda-nya “Engkau lebih berhak terhadanya
selama engakau belum kawin dengan orang lain”.®(HR. Ahmad Abdullah
Baihagi dan Hakim dan dia mensahkannya).

Hal itu sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq, bahwa jika terjadi perpisahan
antara ibu dan ayah sedangkan mereka ini punya anak maka ibulah yang lebih
berhak terhadap anak itu dari pada ayahnya, selama tidak ada suatu alasan yang
mencegah ibu mendapatkan hak hadanah tersebut, atau karena anak telah
mampu memilih apakah mau ikut ibu atau bapak.’

Seperti halnya di Indonesia, jika terjadi perselisihan antara ibu dan ayah
dalam hak hadanah maka pengadilan akan memutuskan siapa yang akan
mendapatkan hak hadanah tersebut, ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf
a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang
berbunyi, “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu atau
bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata
berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan

anak-anak, Pengadilan memberi keputusan ”. Selanjutnya, Pasal 45 Ayat (1) UU

“Sulaiman Rasyid. Figh Islam..., him. 423.

5 Kamil Muhammad Uwaidah, Figih Wanita, (Jakarta, Pustaka Al Khautsar, 1998), cet.
1,him.454.

® Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, (bairut, Libanon, Dar al Fukri, 1996), him. 252,
7 Sayyid Sabiqg, Figih Sunah, (Bandung : Al Ma’arif, 1980), hlm. 175.



Perkawinan menyatakan, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik
anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Kemudian, Pasal 45 Ayat (2) UU
Perkawinan menyatakan, “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban
mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”. di
Aceh lembaga yang menyelesaikan perkara-perkara adalah Mahkamah
Syar’iyah Kabupaten. Mahkamah Syar’iyah menyelesaikan banyak kasus mulai
dari perkara pidana dan perkara perdata. Di perkara perdata Mahkamah
Syar’iyah Kabupaten, menyelesaikan masalah seperti pernikahan, warisan,
wakaf, hibah, izin poligami, hingga perkara tentang perwalian atau hak
hadanah. Tidak seperti kasus perceraian, kasus hadanah di Aceh terbilang
sedikit dibandingkan kasus perceraian yang ada di Aceh setiap tahunnya.
Berbagai kasus hak hadanah pun memiliki sengketa yang berbeda beda disetiap
kasus dan disetiap daerah. Data tesebut penulis uraikan dalam bentuk tabel dari
beberapa kasus hak hadanah yang telah diputuskan dalam kurun waktu 3 tahun
(2019-2021) di Mahkamah Syar’iya Takengon dan Mahkmah Syar’iyah Langsa.
Berikut tabel putusan Hadanah tahun 2019-2021 pada Mahkamah Syar’iyah

Takengon dan Mahkamah Syar’iyah Langsa:
Tabel 1. Putusan Hadanah di Mahkamah Syar’iyah Takengon

Takengon

T ahun Sengketa No. Putusan
o Tidak diizinkan bertemu e 205/Pdt.G/2019/MS.Tkn
2019 e Tidak diizinkan bertemu e 241/Pdt.G/2019/MS.Tkn
o Tidak diizinkan bertemu e 304/Pdt.G/2019/MS.Tkn
o Tidak diizinkan bertemu e 181/Pdt.G/2019/MS.Tkn
2020 e Kedua belah pihak sepakat e 13/Pdt.G/2020/MS.Tkn
berdamai e 132/Pdt.G/2020/MS.Tkn




¢ Membawa anak tanpa izin e 458/Pdt.G/2020/MS.Tkn
o Tidak diizinkan bertemu
e Gugatan dicabut Penggugat e 177/Pdt.G/2021/MS.Tkn
e Gugatan Gugur e 186/Pdt.G/2021/MS.Tkn
2021 | e Tidak diberi nafkah e 251/Pdt.G/2021/MS.Tkn
e Kedua belah pihak sepakat e 275/Pdt.G/2021/MS.Tkn
berdamai

Sumber: Mahkamah Syar’iyah Takengon
Tabel 2. Putusan Hadanah di Mahkamah Syar’iyah Langsa

Langsa

Tahun Sengketa No. Putusan
2019 eAnak diambil paksa oleh | e 0025/Pdt.G/2019/MS.LGS

kakek

eHak asuh diambil secara | ¢ 102/Pdt.G/2020/MS.Lgs
2020 paksa e 2/Pdt.G/2020/MS.Lg

e Hak asuh diambil paksa e 100/Pdt.G/2020/MS.Lgs

e Ditelantarkan

¢ Nafkah e 34/Pdt.G/2021/MS.Lgs

e Pindah KK tanpa | o 66/Pdt.G/2021/MS.Lgs

sepengetahuan,  emosional | e 309/Pdt.G/2021/MS.Lgs
2021 pada anak e 372/Pdt.G/2021/MS.Lgs

e Nafkah

eSering mengeluarkan kata

kasar pada anak atau tidak

dapat mengontrol emosi

Sumber: Mahkamah Syar’iyah Langsa
Berdasarkan tabel diatas perebutan hak asuh anak dapat bervariasi di

setiap daerah. Di Takengon, masalah umum yang menyebabkan perselisihan




adalah pihak yang memiliki hak asuh tidak memberikan izin bertemu kepada
pihak lainnya, padahal sudah jelas bahwasanya antara anak dan orangtua harus
tetap menjalin hubungan kekeluargaan, karena hak antara anak dan orang tua
termasuk hak untuk bertemu dan hak untuk menjalin hubungan dianggap
sebagai hak fundamental (hak dasar). Kecuali ada situasi dimana anak memang
tidak dapat ditemukan karena alasan tertentu yang melibatkan kepentingan anak
atau keselamatan anak.

Sedangkan di Langsa, masalah yang sering terjadi adalah hak asuh anak
yang diambil secara paksa oleh keluarga dan mengubah identitas anak tanpa
sepengetahuan kedua belah pihak. Secara umum, memindahkan atau merubah
identitas anak tanpa sepengetahuan keduabelah pihak dapat melibatkan isu
hukum yang serius dan dapat melanggar hak-hak orang tua serta hak-hak anak.

Perebutan hak asuh anak dapat bervariasi di berbagai daerah, disebabkan
oleh perbedaan masalah umum yang memicu perselisihan tersebut. Situasi yang
kompleks ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perbedaan kebijakan hukum,
dinamika hubungan keluarga, dan kepentingan anak yang beragam. Baik dalam
UU Perkawinan maupun Kitab Hukum Islam (KHI). Menurut Kitab Hukum
Islam (KHI), hak asuh anak tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan
apa yang disebutkan dalam literatur. hukum Islam atau figih. Dalam Kompilasi
Hukum Islam Pasal 105 disebutkan ketika terjadi perceraian anak yang belum
berusia 12 tahun pemeliharaannya ditanggung oleh ibu dan biaya ditanggung
oleh ayahnya®, dijelaskan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban untuk
memelihara dan mendidik anak-anak mereka, baik saat perkawinan berlanjut
maupun jika terjadi perceraian. Hak asuh anak juga diatur dengan berlandaskan
pada kepentingan anak, dan Pengadilan memiliki peran penting dalam

memberikan putusan terkait perselisihan hak asuh anak.

8 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta:1997), him. 50.



Berawal dari latar belakang masalah inilah, penulis ingin mengetahui
lebih mendalam mengenai persoalan ini dalam bentuk tesis yg berjudul HAK
HADANAH (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Takengon dan
Mahkamah Syar’iyah Langsa Tahun 2019-2021
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan keterangan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di
atas, maka penulis memfokuskan penelitian dengan membuat rumusan
permasalahan yaitu :

1. Bagaimana penetapan hak Hadanah di Mahkamah Syar’iyah Takengon

dan Mahkamah Syar’iyah Langsa?

2. Bagaimana putusan hakim dalam pelaksanaan putusan mengenai

Hadanah di Mahkamah Syar’iyah Takengon dan Mahkamah Syar’iyah

Langsa?

C. Tujuan Penelitian
1. Agar mengetahui Bagaimana penetapan hak Hadanah di Mahkamah
Syar’iyah Takengon dan Mahkamah Syar’iyah Langsa
2. Agar mengetahui Bagaimana putusan hakim dalam pelaksanaan putusan
mengenai Hadanah pasca perceraian
D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka memiliki peran penting dalam penyusunan karya ilmiah
karena berfungsi untuk memastikan keaslian karya tersebut dan menunjukkan
hasil pembacaan yang mendalam terhadap literatur yang relevan, baik itu buku
maupun penelitian lainnya, yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan
diteliti.
Melalui kajian pustaka, penulis karya ilmiah dapat mengidentifikasi sudut
pandang yang sudah ada sebelumnya mengenai topik yang diteliti. Ini
memungkinkan penulis untuk membangun landasan teoritis yang kuat dan

memperluas pemahaman mereka tentang isu yang sedang dibahas. Dengan



membaca secara ekstensif literatur yang relevan, penulis dapat mengumpulkan
informasi, data, dan temuan yang telah ada sebelumnya. Ini membantu dalam
menghindari duplikasi penelitian dan memperkaya wawasan penulis terhadap
topik yang sedang diteliti.

Selain itu, kajian pustaka juga membantu penulis untuk mengidentifikasi
celah pengetahuan yang masih ada dalam bidang tersebut. Dengan meninjau
penelitian sebelumnya, penulis dapat menemukan pertanyaan penelitian yang
belum terjawab atau bidang yang belum tercakup dengan baik. Hal ini dapat
menjadi dasar untuk merumuskan tujuan penelitian yang jelas dan relevan.

Secara keseluruhan, kajian pustaka berperan penting dalam menyusun karya
ilmiah dengan ‘memastikan keaslian, memperluas pemahaman, menghindari
duplikasi, dan mengidentifikasi celah pengetahuan. Dengan melakukan kajian
pustaka yang ekstensif, penulis dapat membangun landasan yang kokoh untuk
penelitian  mereka dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap
perkembangan ilmu pengetahuan.. ® Menurut penelusuran yang telah dilakukan
oleh penulis, sebelumnya belum ada pembahasan yang secara mendetail dan
spesifik tentang Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyyah Tentang Hak Hadanah
(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyyah Takengon dan Mahkamah Syar’iyyah
Langsa)

Salah satu penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini lalah
Skripsi yang dibuat oleh Barig Habibi, mahasiswa strata 1 ( S1) Universitas
Islam Negeri Ar-Raniry, dengan judul “Penyelesaian Perkara Hadhanah (Studi
Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Kasus No.0138/Pdt.G/2015/ Ms.Bna Dan
No.13/Pdt.G/2016/Ms.Aceh.)”'%.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam menetapkan perkara tersebut mengacu

® Muljano Darmopoli. Pedoman Penulisan Karya Tulis IImiah (Makassar: Alauddin
University Press. 2013). him. 13-14.

Bariq Habibi. Penyelesaian Perkara Hadhanah (Studi Terhadap Pertimbangan
Hakim Pada Kasus No0.0138/Pdt.G/2015/ Ms.Bna Dan No.13/Pdt.G/2016/Ms.Aceh.) (Banda
Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2020)



kepada putusan MA No. 556 K/Sip/1971 dimana dimungkinkan mengabulkan
gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat masih sesuai dengan kejadian
materiil, serta pasal 105 huruf b KHI dimana pemeliharaan anak mumayyiz
diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya. Sedangkan
Mahkamah Syar’iyah Aceh memutuskan perkara tersebut berdasarkan Pasal 178
Ayat (2) HIR dan Pasal 189 Ayat (2) RBg, dimana Mahkamah harus secara total
dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan.
Serta tuntutan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang diminta
penggugat dalam Pasal 178 Ayat (3) HIR, Pasal 189 Ayat (3) RBg.

Selain itu, terdapat juga skripsi yang dibuat oleh. Masrufah. Mahasiwa
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,
dengan judul ‘“Pengalihan Hak Pengasuhan Anak (Hadhanah) (Studi
Komparatif Menurut Empat Imam Mazhab)”**. Hasil dari penelitian ini bahwa
hak utama memelihara anak adalah mengasuh anak dalam hal ini masing-
masing dari Empat Imam Mazhab berpendapat bahwa keluarga ibu dari seorang
anak lebih berhak daripada keluarga bapak. Adapun Metode hukum Istinbath
yang dipakai oleh Imam Syafi’i, Hambali dan Maliki dalam menentukan
pengalihan hak pengasuhan Anak adalah: Al-Qur’an, sunnah dan Qiyas
Sedangkan yang dipakai oleh Imam Hanafi adalah Al-Qur’an. Adapun
perbedaan menurut hanafiyah dan syafi’iyyah dan lam gaul jadid, yang berhak
mengurus anak adalah nenek dari ayah. Kemudian neneknya ayah, dan buyutnya
ayah, akan tetapi ulama malikiyah memilih mengedepankan bibinya ibu
daripada ibunya ayah. Ulama Hanabilah sendiri lebih mengedepankan ayah dan
ibunya ayah setelah nenek dari ibu. Kemudian baru kakek dan ibunya kakek.

Persamaan Ulama Empat Mazhab sepakat jika ada banyak kerabat satu tingkat

11 Masrufah. Pengalihan Hak Pengasuhan Anak (Hadhanah) (Studi Komparatif
Menurut Empat Imam Mazhab. (Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin
Banten. 2019)
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yang berhak mengurus hadhanah, seperti banyaknya saudara atau paman maka
yang didahulukan adalah yang dinilai paling mampu mengurus Hadhanah.
Kemudian ada juga skripsi yang ditulis oleh Rifda Mudrika mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung
dengan judul “Hak Asuh Anak Bagi Ayah Dalam Putusan Nomor:
43/PDT.G/2013/PA.CMI”*2, Hasil dari penelitian menunjukan bahwa hakim
lebih mengutamakan unsur kemaslahatan bagi anak, dan memberikan hak asuh
bagi anak yang belum mumayyiz atau belum genap berusia 12 tahun kepada
ayahnya, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 37 ayat (3) dan (4) Nomor 23
tahun 2003 dengan hukum Islam, yang mana dalam pasal tersebut harus ada
kesesuaian agama antara anak dengan yang mengasuhnya. Pertimbangan Hakim
PA Cimahi dalam memutus perkara Nomor 43/Pdt.G/2013/PA.Cmi tentang hak
asuh anak adalah bahwa hakim memutus berdasarkan kepada unsur
kemaslahatan dari putusan ini. yaitu kemaslahatan bagi anak, dengan
mengesampingkan ketentuan pasal 105 KHI ayat (1) dengan pertimbangan
bahwa anak lebih betah tinggal bersama ayahnya dari pada ibunya dan ibunya
telah beragama kristen. Hakim juga mempertimbangkan Undang-Undang
Nomor 37 ayat (3) dan (4) Nomor 23 tahun 2003 dengan hukum Islam, yang
mana dalam pasal tersebut harus ada kesesuaian agama antara anak dengan yang
mengasuhnya, dan pasal 156 huruf c. Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila
pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan
rohani anak meskipun biaya nafkah dan hadhanah mencukupi, maka atas
permintaan kerabat yang bersangkutan maka Pengadilan Agama dapat
memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak
hadhanah pula. Bahwa Metode ijtihad Hakim dalam memutus perkara Nomor:
43/Pdt. G/2013/PA.Cmi yaitu menggunakan konsep kemaslahatan, yakni berupa

menarik manfaat dan menolak mudarat. Dan kaidah yang digunakan yaitu

?Rifda  Mudrika. Hak Asuh Anak Bagi Ayah Dalam Putusan Nomor:
43/PDT.G/2013/PA.CMI (Bandung: Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung. 2018)
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(Bahaya harus dihilangkan). Hasil penelitian menunjukan bahwa, putusan hakim
tentang penetapan hak hadanah anak yang belum mumayiz kepada ayah dalam
perkara tersebut, menurut penulis karena didasarkan atas pertimbangan
kemaslahatan bagi anak, yakni keadaan dan tanggungjawab ayah untuk
melakukan hadanah terhadap anak-anaknya lebih baik dibandingkan dengan
keadaan dan tanggungjawab ibunya. Disamping itu, didalam persidangan
ditemukan fakta bahwa ibu dari anak-anak tersebut diketahui telah murtad,
sehingga dikhawatirkan berdampak pada pertumbuhan rohani anak tersebut.
E. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan karya ilmiah, penjelasan istilah sangat diperlukan untuk
menghindari kesalahpahaman dan pengertian dalam pembahasan penulisan
proposal ini-serta memudahkan untuk mendapatkan gambaran yang tepat dan
benar sesuai dengan judul skripsi yang penulis bahas ini, adapun istilah-istilah
yang terdapat dalam skripsi ini adalah:

1. Hadanah

Hadanah adalah istilah dalam ilmu figh yang mengacu pada merawat
dan mendidik seseorang yang belum baligh (mumayyiz) atau yang
kehilangan kecerdasan sehingga tidak memiliki kemampuan untuk mengurus
diri sendiri. Dalam konteks figh, terdapat dua istilah yang digunakan, yaitu
kafalah dan hadhanah, yang keduanya memiliki arti pemeliharaan atau
pengasuhan.

Secara lebih spesifik, Hadanah dapat diartikan sebagai pemeliharaan
atau pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian atau berakhirnya
hubungan pernikahan. Dalam situasi ini, hadhanah mencakup tanggung
jawab untuk merawat dan mendidik anak setelah orang tua bercerai atau
tidak lagi hidup bersama.

Dengan Hadanah, orang tua yang memegang hak pemeliharaan anak
bertanggung jawab untuk memberikan perawatan yang memadai, termasuk

pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, pendidikan, dan perkembangan
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anak. Tujuan dari hadhanah adalah untuk memastikan kesejahteraan anak
dan melindungi hak-hak mereka setelah terjadinya perubahan dalam
hubungan orang tua.

Pemahaman tentang Hadanah penting dalam konteks hukum Islam,
khususnya dalam mengatur hak-hak anak dan tanggung jawab orang tua
setelah perceraian atau berakhirnya pernikahan. Dalam prakteknya,
hadhanah berfungsi untuk menjaga keberlanjutan pemeliharaan dan
pengasuhan anak serta memastikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan
mereka tetap menjadi prioritas utama setelah terjadinya perubahan dalam
keluarga.'®
2. Putusan

Putusan merupakan pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang
dan memiliki tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara
atau sengketa antara para pihak yang terlibat. Istilah “putusan” tidak hanya
merujuk pada apa yang diucapkan oleh hakim secara lisan, tetapi juga
mencakup pernyataan yang ditulis dan kemudian diucapkan oleh hakim
dalam sidang.

Putusan hakim memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak
yang terlibat dalam perkara tersebut. Para pihak harus mematuhi dan
melaksanakan putusan tersebut, kecuali jika mereka mengajukan banding
atau upaya hukum lainnya untuk menggugat putusan tersebut. Putusan
hakim merupakan salah satu elemen penting dalam sistem peradilan untuk

menjamin keadilan dan menyelesaikan sengketa secara resmi dan sah.*

BAhmad Dimyathi, dkk. Hukum Keluarga Islam Kontemporer. (Malang: Literasi
Nusantara. 2022). him. 113.

14Metokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesai, (Bandung:Libery, 1993),
him. 173-174
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3. Analisis
Menuurut Wiradi Analisis adalah suatu aktivitas yang memuat
kegiatan memilah mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian
digolongkan dan dikelompokkan menurit kriteria tertentu lalu dicari makna
dan kaitannya masing-masing®®
F. Metode Penelitian

Secara sederhana Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan
penelitian. Jika dijelaskan lebih rinci metode penelitian adalah suatu cara untuk
memecahkan masalah dengan menggunakan data-data yang valid.

Metode penelitian merupakan rangkaian ilmiah dalam rangka pemecahan
suatu permasalahan. Fungsi penelitian adalah untuk mencari penjelasan dan
jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan
yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Penjelasan dan jawaban
terhadap permasalahan tersebut dapat bersifat abstrak dan umum sebagaimana
halnya dalam penelitian dasar dan dapat pula sangat konkret serta spesifik
seperti yang biasanya ditemukan pada penelitian terapan.®

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian komparatif merupakan jenis penelitian deskriptif yang
berusaha mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab-akibat, dengan
menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu
fenomena atau kejadian tertentu. Penelitian komparatif merupakan penelitian
yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan
persamaan dan perbedaan 2 atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang

diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu. Penelitian komparatif

15> Dwi Ayu Puspita Sari,”program studi informasi analisa sistem informasi akademik
(sisfo) dan jaringan di Universitas bina darma” (skripsi), Fakultas Ilmu Komputer Universitas
Bina Darma, 2020, him. 13

18Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. Edisi Revisi’
(Jakarta: Rineka CiPT.a. 2006). him. 25.
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biasanya digunakan untuk membandingkan antara 2 kelompok atau lebih

dalam suatu variabel tertentu.

2. Jenis Penelitian
Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini
adalah metode kausal kompratif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata,
dan bukan angka-angka.!” Kausal komparatif adalah suatu penelitian yang
bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antar sebab akibat antara
satu masalah dengah masalah yang lain dengan cara pengamatan, kemudian
mecari faktor yang diduga menjadi penyebab, melalui perkumpulan data dan
perbandingan di antara data yang terkumpul melalui penelitian.8
3. Sumber Data
Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua yaitu:
a. Sumber Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari
sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah
baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui.’® Dalam
penelitian ini, data primer. yang penulis gunakan adalah putusan
Mahkamah Syar’iyah Takengon Nomor 304/Pdt.G/2019/MS.Tkn dan
Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Nomor 66/Pdt.G/2021/MS.Lgs
b. Sumber data Sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak bisa
memberikan informasi langsung kepada pengumpul data, dan data ini
bertujuan sebagai pelengkap serta mempertajam kajian dari sumber data

primer. Dalam penelitian ini, sumber sekunder berasal dari buku-buku

17 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis...hlm. 121
18 Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika. 2010). him. 10.
19 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009) hal 91
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atau kitab-kitab khusunya kitab Al-Mubhalla dan kitab Syarh al-Kabir
Jurnal-jurnal, dan putusan hakim yang berkaitan dengan fokus utama

dari penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah salah satu tahap yang bertujuan untuk
memudahkan untuk lanjut pada tahapan penelitian berikutnya. Dalam
penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik dalam mengumpulkan data
yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara yang digunakan dalam melakukan

penelitian agar memperoleh dan mengumpulkan data dengan jalan

komunikasi, yakni antara penulis dengan pihak yang terdapat pada

Mahkamah Syar’iyah.
b. Dokumentasi

Dokumentasi  adalah suatu teknik yang digunakan untuk

mengumpulkan data-data yang ada pada Mahkamah Syar’iyah dalam

bentuk putusan.
5. Objektifitas Validasi Data

Validitas adalah tahap pembahasan yang memiliki kaitan dengan
pembahasan untuk menekan atau membatasi kesalahan-kesalahan dalam
melakukan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang berguna
dan akurat untuk dilaksanakan. Validitas data yang dikaji dalam penelitian
ini berkaitan dengan analisis putusan hakim dalam perkara hadhanah di
Mahkamah Syar’iyah Takengon dan Mahkamah Syar’iyah Langsa. Dalam
hal ini, penulis mengkaji perbedaan dan persamaan dari dasar pertimbangan
putusan hakim terkait dengan hadhanah di Mahkamah Syar’iyah Takengon
dan Mahkamah Syar’iyah Langsa.
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6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan
analisis kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan menggunakan
data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi data yang dapat
diolah, mengsistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa
yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat
diceritakan kepda orang lain.

7. Pedoman penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pedoman penulisan
yang merujuk pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan

Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019
G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman para pembaca, maka penulis menjelaskan
sistematika pembahasan skripsi ini yang terdiri dari empat bab, yakni sebagai
berikut:

Bab | : berisi tentang point point yang disesuaikan dengan panduan
penulisan. Menguraikan tentang Latar Belakang Permasalahan yang akan
menjadi kajian penelitian skripsi ini yang selanjutnya dijadikan Rumusan
Masalah dalam bentuk pertanyaan. Rumusan Masalah inilah yang dijadikan
sebagai tujuan dari penelitian. Kemudian untuk mempermudah penelitian ini,
diuraikan secara singkat variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab 11 : berisi tentang konsep hadanah yang ada di Indonesia dan juga yang
ada dalam Al-Qur’an, Hadist, juga yang ada dalam kita Al-Muhalla karya Ibn
Hazm dan kitab Syarh al-Kabir karya Al-Mawardi

Bab I11 : hasil penelitian tentang hadanah yang dilakukan di Mahkamah
Syar’iyah Takengon dan Mahkamah Syar’iyah Langsa, yaitu tentang analasis

Putusan Hakim tentang hak hadanah
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Bab IV : berisi tentang penutup skripsi ini, yaitu kesimpulan dari
pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran untuk

membangun hasil dari skripsi ini.



BAB II
KONSEP HAK HADANAH

A. Pengertian Hadanah

Secara bahasa, hadanah diambil dari lafadz “al hign” dengan terbaca kasrah
huruf ha’nya, yaitu bermakna lambung. Karena ibu yang merawat anak kecil
akan menempelkan anak tersebut ke lambung sang ibu. Dan secara syara’ adalah
menjaga anak yang belum bisa mengurusi dirinya sendiri dari hal-hal yang bisa
menyakitinya karena belum tamyiz seperti anak kecil dan orang dewasa yang
gila. Ketika seorang lelaki bercerai dengan istrinya dan ia memiliki anak dari
istri tersebut, maka sang istri lebih berhak untuk merawat sang anak. Maksudnya
merawat sang anak dengan sesuatu yang positif padanya dengan mengurusi
makanan, minuman, memandikan, mencuci pakaian, merawatnya saat sakit dan
hal-hal positif yang lain bagi sang anak.%

Dalam kitab Al hawi syarh al kabir dalam bab hak asuh anak, hal yang
pertama yang dibahas adalah anak yang masih menyusui. Dalam islam masa
menyusui anak adalah hingga anak berumur 2 tahun, kecuali jika orang tua
menyetujui pertambahan atau pengurangan.?t Seperti yang tertulis dala Al-
Qur’an Surah Al-Bagarah ayat 233:

@ -

Slel8 35 2a5W3T Sassh S1A0sNG

“para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun

penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan” (QS. Al-
Isra’ [2]: 233)%

Adapun yang kedua adalah hak asuh, dimana hak asuh adalah ketika sang

anak harus diasuh atau dipelihara saat sang anak masih tidak mampu atau tidak

20 Ahmad Warson Munawwir, Al-Minawwi-Kamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta:
Ponpes Al-Munawwir), him 296

2L Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, (Bairut:
Daar al-Kitab al-llmiyah, 1994), juz 11 him. 498-499

22 QS. Al-Bagarah (2): 233
18
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dapat membedakan antara mudharat dan manfaatnya, dan biasanya terjadi pada

anak yang berumur dibawah 7 tahun. Kemudian yang ketiga adalah hak asuh

ketika dia sudah berumur lebih dari 7 atau 8 tahun hingga dia pubertas. Dalam

Mazhab Syafi’l bahwa anak memiliki pilihan diantara keduanya, dan dia

bersama siapa saja yang dia pilih. Dalam Mazhab Malik ibu lebih berhak atas

anak laki-laki atau anak perempuan dibandingkan dengan orang lain. Namun

pada Mazhab Hanafi bahwa ibu lebih berhak atas anak perempuan, dan ayah
lebih berhak pada anak laki-laki, 23
B. Dasar Hukum Hadanah

1.

Dasar Hukum Hadanah dalam Islam
a. Al-Qur’an
Surah Al-Bagarah : 233

L}’»ﬁiﬁcﬁ.’a}&\ 23 O st sale S fis 2ASN as L1
Sk Yelgans Vi o8 GSE Ve oagadll 5055 848, 45,050
L u/ 12 Ylas 13151 guﬁéjs ‘s c,)\y\ PEPRURA 3034 Vs Bs,
2ee 13 vg**‘ AR st’yj\ - ¥ 4 f’)‘ Ol5slagdle FU2 6 3853

e J3lesd G O 1,20eis 0 1,k \jgdjﬂju ISR
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun
penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan
cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar
kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena
anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban
demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun)
dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa
atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain,
maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran
menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah
bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”?*

498-499

ZAbi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir...,hlm.

24 QS. Al-Baqarah (2): 233
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Ayat diatas mengenjurkan seorang ibu untuk menyusui anak
hingga anak berumur 2 tahun. Namun jika ingin menyapih anak tersebut
sebelum berumur dua tahun juga diperbolehkan dengan persetujuan
antara ayah dan ibu. Karena tugas ibu adalah menyusui, maka tugas
seorang ayah adalah memenuhi segala kebutuhan ibu dan anak sesuai

kesanggupannya
Surah At-Tahrim : 6
Lo Sladig 2 a3 55 50 2Sualy RS b7 18 1,0 2l G g

djféy\.ﬁdjl:uuj VAJA‘LAA»‘ " D/YJ\M Joj\.& &3’\.«

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan
batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka
dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”?

Ayat diatas menjelaskan betapa pentinganya tanggung jawab

seseorang dalam memelihara keluarganya agar tetap dijalan Allah, tetap

mematuhi perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya

b. Sunnah
LR W E N CAVER S Fet Foies
pE B s e el e kb 8 g Gl oY)
4 30 sy 4 gl 0510 g1 &
g Jus Lo e 5 3l /
anloly S5 TGy Sel T dleg e Lo & Jy
(.f\;L\ A9 39l )’-B
“Suatu ketika ada seorang wanita datang menghadapi Nabi
SAW., lantas bertanya, ‘Ya Rasulullah, anak ini darah

dagingku. Perutku dulu menjadi tempat tinggalnya, kedua
susuku menjadi sumber minumannya, dan pangkuanku

25 QS At-Tahrim (66):6
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menjadi tempat peraduannya. Akan tetapi setelah bercerai,
suamiku ingin memisahkan anak itu dariku. ‘Rasul
bersabda, ‘engkau lebih berhak untuk mengurus anak itu
selama engkau belum menikah lagi.”(HR. Abu Dawud, Al-
Baihagi, dan Imam Al-Hakim. Sanad dari hadits ini
shahih)?

N

’s

5,4\; G s Ju JMJ;*@,M\JA\J o ‘*“t:
et WA NN R PES L@ﬂk&joLﬁcBGL&f}\L@iﬁﬁajL@B\}i\ﬁ;\é—g’i}a 3 &
- ,/T ° - ~

é)évb‘-‘guiﬁ ww‘s}ﬁf‘dw&wau }@EJ&LQJL}’@’)?

N TIIE 22 7w, gab o 8 st g% [P N B TPV E
wé\‘)}l\.\.& )E\Y&}\‘ \%}A})\JLU&:U}J@@,JAJWLP-);W

I

ol @ Jo 81 ot JE g 365 e o B 3e gl 85 gb sl Of 4
d4813s glog 4 ’&yisﬂw@;ggjjgkg@yq%wwg;/:"\@1,;5
2915 sob olay( 4 Sl il g 5B Cs gl ag A4S GUT odisg)

“Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin ‘Aliy Al-

HulwaaniTelah menceritakan kepada kami ‘Abdurrazzaaq dan Abu
‘Aashim dari Ibnu Juraij: Telah mengkhabarkan kepadaku Ziyaad,
dari Hilaal bin Usaamah: Bahwasannya Abu Maimuunah Salmaa
mantan budak penduduk Madinahyang termasuk orang jujur,
berkata: Ketika aku sedang duduk bersama Abu Hurairah, datang
kepadanya seorang wanita Persia yang membawa anaknya-keduanya
mengklaim lebih berhak terhadap anak tersebut, dan suaminya telah
menceraikannya. Wanita tersebut berkata menggunakan bahasa
Persia: “Wahai Abu Hurairah, suamiku ingin pergi membawa
anakku”. Kemudian Abu Hurairah berkata kepadanya menggunakan
bahasa asing: “Undilah anak tersebut”. Kemudian suaminya datang
dan berkata: “Siapakah yang menyelisihiku mengenai anakku?”.
Kemudian Abu Hurairah berkata: “Ya Allah, aku tidak mengatakan
hal ini kecuali karena aku telah mendengar seorang wanita datang
kepada Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam sementara aku
duduk di sisinya, kemudian ia berkata: ‘Wahai Rasulullah

% Al-San’any, Subul Al-Salam, juz 3, (kairo : Dar Thya’ al-Turas al-‘araby, 1379
H./1960 M),hIm.227
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shallallaahu "alaihi wa sallam, sesungguhnya suamiku hendak pergi
membawa anakku, sementara ia telah membantuku mengambil air
dari sumur Abu 'Inaabah, dan ia telah memberiku manfaat’.
Kemudian Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
Undilah anak tersebut!. Kemudian suaminya berkata: Siapakah yang
akan menyelisihiku mengenai anakku?. Kemudian Nabi shallallaahu
‘alaihi wa sallam berkata: Ini adalah ayahmu dan ini adalah ibumu,
gandenglah tangan salah seorang diantara mereka yang engkau
kehendaki!’. Kemudian anak itu menggandeng tangan ibunya, lalu
wanita tersebut pergi membawanya”. (H.R Ahmad dan Imam
Empat)?’

el 35 ool Gt 45 0 55 il 50 s BB 0
“Barang siapa yang memisahkan antara ibu dengan
anaknya, niscaya Allah akan memisahkan antara dia dan
orang-orang yang dicintainya kelak di hari kiamat”. (HR.
Tirmidziy dan Ibn Majah)

ooy ade i Lo 501 O1) 5ladie B (25 e o 0 2
byl et (P % T 0y el B 5 g
Dari al-Barra' Ibnu 'Azb bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa
Sallam telah memutuskan puteri Hamzah agar dipelihara
saudara perempuan ibunya. Beliau bersabda: "Saudara
perempuan ibu (bibi) kedudukannya sama dengan ibu."
Riwayat Bukhari.

AT 50 e Bs Bdg ) 10 B e 1 1 dRT asn
52?2553./5\5
Ahmad juga meriwayatkan dari hadits Ali r.a, beliau

bersabda: "Anak perempuan itu dipelihara oleh saudara
perempuan ibunya karena sesungguhnya ia adalah ibunya."

2. Dasar Hukum Hadanah dalam Hukum Positif
a. Uu
Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan
Pasal 41

21 Al-San’any, Subul Al-Salam....him.227
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UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU
Perkawinan), yang berbunyi, Akibat putusnya
perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu atau bapak
tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,
bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-
anak, Pengadilan memberi keputusan.

Pasal 45

1)

2)

UU Perkawinan menyatakan, Kedua orang tua wajib
memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-
baiknya.

UU Perkawinan menyatakan, Kewajiban orang tua yang
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak
itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana
berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang
tua putus.

Pasal 50

1)

2)

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas)
tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan,
yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua,
berada di bawah kekuasaan wali

Perwalian itu ~mengenai pribadi anak yang
bersangkutan maupun harta bendanya

Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak

1)

2)

Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya

sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum

yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah

demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan

pertimbangan terakhir.

Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Anak tetap berhak:

a) bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara
tetap dengan kedua Orang Tuanya;

b) mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan,
pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh

23
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kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan
kemampuan, bakat, dan minatnya;

c) memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang
Tuanya; dan

d) memperoleh Hak Anak lainnya.

Bab X1V Pemeliharaan Anak
Pasal 105
Dalam hal terjadinya perceraian :
(1) Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum

berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

(2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan

kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya
sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

(3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 156
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a.

anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhanah dan

ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka

kedudukannya digantikan oleh :

1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;

2. ayah;

3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;

4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari
ayah.

anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk

mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin

keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah

dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat

yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan

hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak

hadhanah pula;

semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung

jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya

sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21

tahun);

bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah

anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan

huruf (a), (b), dan (d);
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f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya
menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan
anak-anak yang tidak turut padanya.

C. Konsep Hadanah dalam Kitab Al-Hawi Syarh Al-Kabir dan Al-Muhalla

1. Al-Mawardi sebagai Pengarang Kitab Al-Hawi Syarh Al-Kabir
Bernama lengkap Ali bin Muhammad bin Habiib al-Basry, dengan

julukan al-Hasan dan nama popular al-Mawardi, lahir pada tahun 364 H di
Basrah, namun dibesarkan hingga wafat di Baghdad pada bulan Rabiul Awal
454 H atau 1075 M di usia 90 tahun, dan di makamkan di Bab al-Harbi di
Baghdad. 28

Imam al-Mawardi belajar ilmu agama Islam dari ulama yang ada di
Baghdad. Gurunya adalah al-Hasan bin Ali al-Hambali, Muhammad bin
Adiy al-Mugri, Muhammad bin al-Ma’li al-Asdi, Ja’far bin Muhammad bin
al-Fadhl al-Baghdady, dan Abu Hamid al-Asfarainy. la rutin belajar
mendalami mazhab Syafi’l di Mesjid Abdullah bin Mubarak di Baghdad.
maka dari itu sebagai ahli hukum Islam dari kalangan Mazhab Syafi’i.?

Karena ilmuu dan moralnya Imam al-Mawardi semakin popular dan
dikenal sebagai yang disegani dan berwibawa, baik di kalangan masyarakat
umum maupun dipihak pemerintah. la juga mendalami ilmu kehakiman
karena ia pernah menjabat sebagai Hakim bahkan disebut Qadhi al-Qudhat
(Hakim Agung) dalam beberapa periode pada masa pemerintahan Bani
Abbas.

Cukup banyak karya tulis al-Mawardi dalam berbagai cabang ilmu, dari
ilmu bahasa, sastra, tafsir, figh dan ketatanegaraan. Salah satu bukunya yang
paling terkenal adalah Adab al-Duniya wa al-Din dan juga Al-Hawi yang

dipakai sebagai rujukan tentang hukum mazhab Syafi’I oleh ahli hukum.*

28 Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Baghdady Al-Mawardi , al-
Ahkam al-Sulthaniyah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).hlm.107.

29 1bid

30 H. Munawir Sjadzali , M.A., Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan
Pemikiran, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993), him.63.
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2. Konsep Hadanah Dalam Kitab Al-Hawi Syarh Al-Kabir Karangan
al-Mawardi
Dalam figh, para ulama banyak mengartikan tentang hadanah, salah

satunya Al-Mawardi dalam kitabnya al-hawi syarh al-kabir mengatakan:

adlas 3 B35 W5 5,35 Sl Bl s duad

Artinya: “mempersiapkan dan menjaga kemashlahatan anak pada
waktu anak tersebut lemah dan belum bisa membedakan
sesuatu yang membahayakan dan memberi manfaat
padanya.” 3

Dalam kitab al-hawi syarh al-kabir ada empat kasus yang harus

diperhatikan dalam hak hadanah, yang pertama yaitu menyusui. Telah
disebutkan bahwasnya masa menyusu anak dengan ibunya adalah dua tahun,
kecuali jika orantuanya menyutujui penambahan atau pengurangan. Yang
kedua adalah hak asuh, dimana dalam kitab itu dijelaskan bahwa mengenai
hak hadanah hal yang harus diperhatikan adalah kepentingan anak pada saat
ia tidak mampu dan tidak dapat membedakan antara mudharat dan
manfaatnya. Yang ketiga yaitu batas waktu mengasuh, yaitu hingga anak
berumur delapan tahun atau ketika ia sudah mampu dan dapat membedakan
mudharat dan manfaat untuk dirinya. Yang keempat yaitu kecukupan, yaitu
ketika usia anak dianggap cukup untuk memilih kepada siapa ia ingin dia
tinggal. Ketika dirasa cukup maka hak radanah seblumnya akan gugur dan
digantikan dengan siapa ia ingin tinggal.

Dalam kitabnya Al-Mawardi juga menjelaskan Syarat-syarat yang
dianggap ada pada kedua orang tua adalah sebagai berikut, yang keenam

khusus untuk ibu, dan yang ketujuh terjadi ketika adanya perselisihan.

498.

him.

81 Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir...hlm

32Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir...
502-507.
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Kebebasan, karena perbudakan menggugurkan hak asuh pada
seseorang

Waras atau tidak gila dan sehat jasmani, karena orang yang tidak
waras atau orang yang sakit tidak mampu mengurus atau memenuhi
kebutuhan si anak

Islam, jika salah satu calon pengasuhnya kafir, maka tidak akan
mendapatkan hak asuh

Tidak maksiat, karena ditakutkan si anak akan meniru kerusakan
pergaulan dari asuhannya

Tidak berbeda Negara, barangsiapa yang pindah Negara maka
menggurkan hak asuhnya,

Selama ibu tidak menikah lagi, karena ditakutkan ibu akan sibuk

mengurus suami baru dan anak dari suami baru

. Jika terjadi perselisihan, yaitu ketika yang masing-masing orang tua

memiliki syarat yang disebutkan di diatas, maka yang berhak
mendapatkan /adanah adalah orang yang paling baik dalam hal
agama, harta dan kasih sayang

Berikut merupakan urutan orang yang melakukan hadanah:

© © N o g bk~ w0 DNM PR

ibu

Nenek dari pihak Ibu dan seterusnya keatas
Ayah

Kakek dari pihak Ayah dan seterusnya keatas
Saudara laki-laki

Anak dari saudara laki-laki

Paman dari pihak ayah

Putra dari paman pihak ayah

Nenek dari pihak Ayah dan seterusnya keatas

519.

33 Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir...hlm
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10. Saudara perempuan

11. Bibi dari Pihak Ibu

12. Bibi dari pihak Ayah

Mengenai batasan hak hadanah dalam kitab Al-Hawi Syarh Al-Kabir
dijelaskan bahwasanya hak hadanah akan berakhir ketika sang anak yang
diasuh sudah dalam keadaan cukup, cukup yang dimaksud disini adalah
ketika anak tersebut sudah pubertas. Karena diyakinkan pada saat anak
sudah pubertas, anak mampu membedakan atara yang baik dan buruk untuk
dirinya. 3

3. Ibn Hazm sebagai Penulis Kitab al-Muhalla
Ibn Hazm memiliki nama asli ‘Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm bin

Galib bi Saleh bin Khalaf bin Sa’ad dan bin Sufyan bin Yazid dikenal
dengan panggilan Abu Muhammd dan Ibn Hazm. Lahir waktu fajar akhir
bulan Ramadhan tahun 384 H. atau 8 November 994 M di Cordoba,
Spanyol. la merupakan pendukung dan ahli figh terkenal dari Mazhab
Zhahiri. Bahkan ada yang mengatakan karya beliau telah mencapai 400,
walaupun yang ditemukan sekarang hanya 40, yang membahas tentang
hukum islam, etika, sejarah, etika, perbandingan agama, agidah, dan lain-
lain. *°

Beliau tumbuh dari keluarga yang kaya dan terhormat. Karena ayahnya
yaitu Ahmad Ibn Sa’id Ibn Hazm al-Andalusi adalah seorang pejabat
sebagai menteri di Andalusia pada masa khalifah al-Mansur. Maka dari itu ia
pernah diangkat menjadi menteri untuk menggantikan kedudukan ayahnya.
Hidup dikeluarga yang terhormat tidak membuatnya menjadi seorang yang
pemalas. Justru ia menggunakan waktunya hanya untuk mencari ilmu dan

menghafal Al-Qur’an dan mempelajari kaligrafi. Yang mengajarkan ilmu

34Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir...hlm 500

% Jaih Mubarak, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2000), him. 151
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pengetahuan semasa kecilny adala Abu Ali al-Fasi dan para pelayan wanita
yang mengasuhnya.

Selama masa mudanya ia sibuk mempelajari sastra, ilmu filsafat dan
lainnya. Hingga pada umur dua puluh enam tahun ia sempat diolok-oleh
para jamaah ketika ia salah dalam melaksanakan shalat jenazah dan tidal
melaksankan shalat sunnah Takiyyah al-Masjid ketika memasuki masjid.
Setelah itu, ia meminta kepada gurunya untuk menunjukan rumah ahli figh
yaitu Syaikh al-Musyawr Abu ‘Abdullah bin Dahun. Sesampainya disana
syekh tersebut menunjukan kitab al-muwatta, karya Imam Malik.

Setelah runtuhnya kekuasaan al-Mustazhir, ia mempelajari lebih dlam
tentang politik dan kajian figh. Pada saat itu ia menemukan bahwa
kebanyakan ulama mazhab Maliki menggunakan maslazah al-mursalah
yang menggunakan ra’yu tidak mampu mengatasi permasalahan politik.
Karena hal tersebut Ibn Hazm mempelajari mazhab Zahiri.

Dikatakan oleh anaknya bahwa kitab karangan Ibn Hazm mencapai 400
jilid yang terdiri dari 80.000 lembar halaman. Namun karyanya yang paling
terkenal adalah kitab Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam dan kitab al-Muhalla. Dan
dua kitab ini dijadaikan rujukan utama para ulama figh kontemporer. %

Ibn Hazm wafat pada umur 72 tahun yaitu tanggal 28 sya’ban tahun
456H/ 15 juli 1064. Saat ia meninggal ia sedang menemani anaknya yang
merupakan muridnya. Sebagai bentuk penghargaan atas pelayannya yang
luar biasa terhadap ilmunya, patung Ibn Hazm dibuat pada tahun 1963 di
Spanyol®’

36 Abu Zahrah, Ibnu Hazm Hayatuhu wa Ashruhu Ara’uhu wa Fighuhu, (Kairo: Dar al-
Fikr, 1997) ,him.19.

37 Muhammad Mojlum Khan, 100 Muslim Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah,
Kube Publishing,Ltd. 2010, h.548.
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4. Konsep Hadanah dalam Kitab Al-Muhalla Karangan Ibn Hazm
Dalam kitab Al-Muhalla karya lbn Hazm dijelaskan bahwa ibu lebih
berhak mendapatkan hak hadanah hingga anak mumayyiz. Tapi itu hanya
berlaku apabila ketika ia dapat dipercaya dalam hal agamanya maupun
duinia nya(hartanya). Ketika ibu tidak dapat dipercaya dalam hal agama atau
dunianya maka yang mendapatkan hak hadanah tersebut adalah orang yang
dapat dipercaya dalam hal agama maupun dunianya®®
Berikut merupakan urutan orang yang dapat melakukan hadanah:*
Ibu
Nenek dari pihak lbu
Ayah
Kakek dari pihak Ayah
Saudara laki-laki
Saudara perempuan
Bibi dari pihak Ayah
Bibi dari pihak Ibu
Paman dari pihak Ayah

© ©o N o g b~ w NP

10. Paman dari pihak lbu

Jika diantara orang yang telah disebutkan tidak ada orang yang amanah
dalam hal agama atau dunia, maka orang yang berhak mendapatkan hak
hadanah adalah orang yang amanah dalam agamanya maupun dunianya.
Begitu pun jika diantara yang disebutkan, apabila diantara ada yang lebih
condong amanahnya dalam agamanya dari pada dunianya, sementara yang
lain lebih amanah dalam dunianya, maka yang lebih berhak mengasuhnya
adalah orang yang amanah dalam agamanya.

% Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, al-Muhalla, (Mesir: Idarah al-
Thiba“ah al- Muniriyah), him 204-205

% 1bid him. 205
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Maksud dari berhati-hati dalam dunianya adalah bila seseorang diantara
mereka yang lebih bisa diandalkan dalam hal penghasilan, pangan, sandang,
tempat tinggal, pelayanan dan kebaikan (dalam hal mengurus anak). Karena
orang yang memiliki kriteria seperti ini akan berbuat baik terutama pada
anak-anak. Maka karena itulah kriteria ini dianggap penting setelah dapat
dipecaya dalam hal agama.*°

Hak hadanah akan berakhir apabila sianak sudah baligh atau berakal
atau sudah dapat mengurus diri sendiri, sehingga ia bisa menentukan kemana
ia akan tinggal. Namun apabila ditakutkan akan melakukan perbuatan yang
dilarang syariat, maka ayahnya, ashabah, atau hakim atau tentangganya
harus memerhatikan atau melarang keduanya dan menempatkan keduanya
pada tempat yang dapat diawasi oleh mereka*

Ibu kafir berhak mengasuh anaknya yang masih membutuhkan ASI
hingga dia anak tersebut baligh dan mandiri serta paham akan hal baik dan
buruk bagi dirinya. Ketika sudah mencapai hal tersebut maka ibu kafir tidak
berhak sama sekali untuk mendapatkan hak sadanah.

5. Perbedaan Konsep Hak Hadanah dalam Kitab Al-Muhalla

Karangan Ibn Hazm dan Kitab Al-Hawi Syarh Al-Kabir Karangan

al-Mawardi

Mengenai perbedaan antar kitab al-Muhalla dengan kitab Al-Hawi Syarh
al-Kabir, hal yang paling terlihat perbedaan nya adalah pada syarat orang
yang melakukan hadanah. Karena lbn Hazm tidak sepakat akan pendapat al-
Mawrdi tentang hak hadanah pada Ibu yang sudah menikah.

Al-Mawardi berpendapat dalam kitabnya al-Hawi Syarh al-Kabir ketika
ibu menikah, maka hak asuh Ibu pada anaknya akan gugur. 2

40Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, al-Muhalla..., him 210
41 Ibid., him 231

42Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir...hlm
505-510.
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Artinya: “telah kami sebutkan bahwsanya pernikahan ibu
menggugurkan hak hadanah dan kafalahnya karena
perkataan Nabi SAW, kamu lebih berhak selagi belum
menikah”. Dan juga “syarat yang keenam dikhususkan

untuk ibu yaitu sunyi dari nikah. Sesuai sabda
Rasulullah SAW untuk menolak ibu tetap berhak atas

1 A
hadanah anaknya, =<5 4 G & 3= <l » dan arena

pernikahan dapat mencegah apa yang diharapkan
kafalah karena ibu akan sibuk untuk memenuhi hak-
hak suaminya dan suaminya dapat membuat ibu
disibukkan dari hal lain selain dirinya

Sedangkan Ibn Hazm berpendapat ibu tidak akan menggugurkan haknya

hanya karena ia menikah. Ibn Hazm berkata:*3

\n
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Artinya: “adapun pendapat kami bahwasanya hak ibu tidaklah gugur
dalam hadanah sebab pernikahannya ketika ibu tersebut dapat dipercaya dan
orang yang dinikahinya dapat dipercaya. Hal ini berdasarkan nash yang telah
disebutkan sedangkan Nabi SAW tidak mengkhusukan menikahnya si ibu
atau tidak”
Namun dalam menghadapi Hadist yang dijadikan sebagai dasar oleh al-
Mawardi, Ibn Hazm berkata:**

43Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, al-Muhalla..., him 325

44 Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, al-Muhalla..., him 325



33

sh— 4440 Efffdw A 2 322 635 Gl b e s B S5y

’\n

M""\"u"“"u’ .°I&GVL>6/¢53U\j{f&%\&E—w§\

e L&Jw\@.wo,ujtﬁ\ sifs gy el 561 & AE G A
G 55 U Lt ol ?&dﬁ~~;ui\e:§;sgﬁ\—/~ o Lo

Artinya: “mereka menyebutkan hadist yang diriwayatkan dari
jalan Abu Dawud: telah mengabarkan kepada kami
Mahmud ibn Khalid al-Sulamiyyu, telah mengabarkan
kepada kami al-Walid- dia adalah Ibn Muslim-, dari
Abi Umar al-Auza’i, mengabarkan kepada kami ‘Amr
ibn Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah ibn
Umar “ Sesungguhnya seorang wanita yang ditalak
suaminya dan suaminya ingin memisahkan anaknya
dari ibunya. Rasulullah SAW berkata kepadanya “kamu
lebih berkat atasnya (anak) selagi kamu tidak menikah.
Hadis ini riwayatnya shahifah (terdapat dalam
shahifah) dan tidak bisa dijadikan sebagai
hujjah/dasar.”

Menurut lbn Hazm, Hadis yang telah disebutkan di atas dikategorikan

sebagai Hadis yang masih berada dalam catatan (shahifah), dan menurutnya,
Hadis semacam itu tidak dapat dijadikan dasar. Meskipun Ibn Hazm tidak
memberikan alasan spesifik mengapa Hadis tersebut termasuk dalam
kategori shahifah. Namun, jika diperhatikan lebih rinci, Hadis tersebut juga
diriwayatkan oleh 'Amr ibn Syu’aib, yang menurut para ulama, ia tidak
menerima Hadis secara langsung dari kakeknya. Sebaliknya, dia hanya
meriwayatkan Hadis tersebut dari catatan yang dibuat oleh kakeknya.
Sebagaimana yang telah dikatakan Al-Tirmidzi:

- & 2
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4 Muhammad ibn Isa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, (Mesir: al-Habibi, 1975), juz him
139
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Artinya: “orang yang berpendapat di dalam Hadis ‘Amr ibn Syu’aib
dalah lemah karena ‘Amr ibn Syu’aib menceritakan dari catatn
kakeknya. Mereka berpendapat bahwa ‘Amr tidak mendengar
Hadis dari kakeknya. Ali ibn Abdillah berkata: “telah
disebutkan dari Yahya ibn Sa;id bahwa ia berkata”: “Hadist
‘Amr ibn Syu’aib disisi kami adalah lemah.”

Untuk membantah hadist yang digunakan al-Mawardi, Ibn Hazm

mendasarkan istinbatnya pada Hadist:
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Artinya: “telah menceritakan kepada kami Ya’kub bin Ibrahim bin
Katsir, telah menceritakan kepada kami ibn ‘Ulayah, telah
menceritakan kepada kami Abdu al-Aziz, dari Anas ra berkata:
Rasulullah SAW dating ke Madinah tanpa ada pelayan,
kemudian Abu Thalhah mengambil tanganku (Anas) dan
membawaku kepada Rasullah SAW. Abu Thalhah berkata
“sesungguhnya Anas berkata: “maka aku melayani Nabi dalam
perjalanan maupun dalam keadaan menetap (tidak menetap).
Nabi tidak pernah berkata atas perbuatanku “mengapa engkau
berbuat demikian” dan atas hal yang tidak aku kerjakan
“mengapa engkau tidak berbuat demikian”.*0

Ibn Hazm menyatakan bahwa Anas dalam Hadis ini masih berada di

bawah asuhan ibunya, meskipun ibunya telah menikah kembali dengan Abu
Thalhah. Namun Rasulullah SAW tidak membahas apapun dan membiarkan
Anas tetap di bawah perawatan ibunya. Hadis yang digunakan oleh Ibn
Hazm dianggap tidak memiliki masalah dalam hal perawi dan dianggap

sebagai Hadis yang sahih.

46 Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Daat Tuq al-Najah, 1422H) juz
4 him 11
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D. ASAS-ASAS PUTUSAN HAKIM
Ada beberapa asas yang terkandung dalam putusan hakim, sehingga putusan
tersebut dapat diterima dan dianggap tidak cacat. Yaitu: 4’

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004
tentang kekuasaan kehakiman, yaitu bahwa “Segala putusan pengadilan
harus alasan-asalandan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal
peratursan perundang-indangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara
yang diputus atau berdasarkan sumber hukum lainnya, baik tertulis seperti
yurispudensi atau doktrin hukum, maupun tidak tertulis, seperti hukum
kebiasaan dan hukum adat”. Asas dasar alasan yang jelas dan rinci menuntut
agar putusan hakim didasarkan pada pertimbangan yang terperinci dan
mudah dipahami. Sebuah putusan hakim yang tidak memenuhi standar ini
dianggap sebagai putusan yang kurang memadai atau kurang terperinci.
2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBg,
dan Pasal 50 Rv, putusan Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan
memutuskan sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya, putusan
hakim harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili seluruh
aspek gugatan yang diajukan.
3. Tidak Boleh Mengabulkan Lebih dari Tuntutan

Berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBg,
dan Pasal 50 Rv, Hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari tuntutan yang
diajukan dalam gugatan. Jika Hakim mengabulkan lebih dari tuntutan yang
diajukan, maka putusan tersebut dianggap cacat meski niat Hakim baik

walaupun sesuai dengan kepentingan umum.

47 M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim, (Yogyakarta : UUI Press, 2014),
him. 13



36

Namun disatu disisi dalam putusan hakim ada satu putusan yang
dinamakan dengan contra legem dan hakim juga bisa memutuskan suatu
yang tidak diminta berdasarkan kekuasaannya yang disebut dengan ex
officio. Contra legem yaitu ketika suatu aturan hukum tidak tepat atau tidak
relevan, maka aturan itu dikesampingkan dan mencari dengan dasar
menggunakan alasan hukum mencari rasa keadilan.*® Maka dengan adanya
contra legem hakim akan memutuskan suatu putusan menggunakan ushul
figh dan meninggalkan nash jali (dasar hukum yang telah ada) kepada nash
khafi (dasar hukum tersembunyi). Contra Legem juga bisa bertentangan
dengan pasal undang-undang ketika undang-undang tersebut tidak lagi

sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan

4 pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman

4 H.A. Mukhsin Asyrof, Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh
Hakim dalam Proses Peradilan, (Jakarta: Ikahi, 2006) , him. 85
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ANALISIS PUTUSAN HAK HADANAH DI MAHKAMAH

SYAR’ITYAH TAKENGON DAN MAHKAMAH SYAR’IYAH
LANGSA

A. Penetapan Hak Hadanah di Mahkmah Syar’iyah Takengon dan
Mahkmah Syar’iyah Langsa
Hal yang harus di diketahui sebelum penetapan hak hadanah adalah ada

terjadinya perkawinan kemudian perceraian. Perkara hak hadanah terjadi karena
adanya perceraian yang terjadi pada orangtua anak tersebut hingga terjadilah
perkara baru dalam perceraian, Pada kurun waktu 2019-2021 banyak terjadinya
kasus perceraian yang ada di Mahkamah Syar’iyah Takengon dan Mahkamah
Sya’iyah langsa, namun untuk kasus Hak hadanah tidak telalu banyak seperti
kasus perceraian. Data tersebut penulis uraikan dalam bentuk tabel kasus cerai

dan hak hadanah yang telah diputuskan dalam kurun waktu 2019-2021.
Tabel 3. Data Putusan Mahkamah Syar’iyah Takengon

~ Data Plftusili‘Mahkamah _S_y_ir’igah Tak_e_ggon_

No Jenis Pekara | 2019 2020 2021

1 | \ Cerai Talak— L IEnriam I 124 J 143
2 ‘CeraiGugat— |, 283 | 263 323
3 Hak_Hah_danaﬁ ) - 4 - > é 4

| |
Sumber: Mahkamah Syar’iyah Takengon
Tabel 4. Data Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa

Data Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa

No Jenis Pekara 2019 2020 2021
1 Cerai Talak 82 70 68
2 Cerai Gugat 255 275 285
3 Hak Hahdanah 1 3 4

Sumber: Mahkamah Syar’iyah Langsa

37
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Seperti yang dicantumkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya
suatu perkawinan karena perceraian adalah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik
anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana
ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan
memberi keputusannya.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam
kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan
dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk
memberikan biaya penghidupan dan/atau - menentukan sesuatu
kewajiban bagi bekas isteri

Pasal tersebut menjelaskan bahwa kewajiban orangtua terhadap anak tidak

terputus oleh perceraian, dan penyelesaian sengketa hak hadanah diatur oleh
lembaga peradilan. Meskipun terjadi perceraian, tanggung jawab orangtua untuk
merawat dan mendidik anak tetap berlanjut sesuai dengan ketentuan pasal
tersebut. Jika terdapat konflik terkait hak hadanah, putusan akhir akan
ditentukan melalui proses peradilan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Proses putusan hak hadanah sama dengan proses putusan yang lainnya,
yaitu adanya surat gugatan, upaya mediasi atau perdamaian, pembuktian
kemuadian kesimpulan dari hakim yang berupa putusan. Dalam memutuskan
hak hadanah, para hakim akan sangat berhati-hati dalam memutuskan, karena
pada saat memutuskan hakim harus melihat kondisi anak, dan kepentingan anak
terlebih dahulu bukan semata melihat keegoisan para pihak dalam perkara ini.
Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
tentang perkawinan:

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasannya terhadap
seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang
tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara
kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan
keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

a. lasangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
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b. la berkelakuan buruk sekali.
(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap
berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Aturan ini menjelaskan bahwa hak hadanah akan gugur apabila orangtua
melalaikan kewajiban, tidak memenuhi kebutuhan dan berkelakuan buruk pada
anak. Dari beberapa kasus yanag penulis dapatkan lebih banyak kasus yang pada
akhirnya hak hadanah dijatunkan pada Ibu, adapun sebab hak hadanah
dijatunkan pada ibu dikarenakan anak tersebut yang masi mumayyiz. Namun
dengan jatuhnya hak hadanah pada ibu, bukan berarti ayah boleh saja melepas
tanggung jawab sepenuhnya pada ibu. Seperti yang dicantumkan pada paal
diatas bahwa meskipun kekuasaannya dicabut, orangtua masih tetap
berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dalam memutuskan hak hadanah para hakim Mahkamah Syar’iyah
Takengon dan Mahkamah Syar’iyah Langsa berlandaskan salah satu aturan
hukum islam yang sudah menjadi hukum positif yaitu Kompilasi Hukum Islam
(KHI). KHI ini merupakan hasil -ijtihad para ulama besar Indonesia yang
diselaraskan dengan kebutuhan warga Negara. Namun tidak sampai disitu saja
pengetahuan hakim juga harus berlandaskan Al-Qur’an, Hadist, dan ijtihad.

1. Penetapan Hak Hadanah di Mahkamah Syar’iyah Takengon
Tabel 5. Penetapan Hak Hadanah Mahkamah Syar’iyah Takengon

Tahun | No Per_kara_I Penggugat-Tergugat _Pemeéang Hak hadanah

205 | Ibu-/-A-yah ' " Dicabut
TG 241 Ibu-Ayah Ayah
304 Ibu —Ayah Ibu
181 Ayah-Ibu Ibu
13 Ibu-Ayah Damai
2020 132 Ayah-1bu Dicabut
458 Ibu-Ayah Ibu

2021 177 Ibu-Ayah Dicabut
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186 Ibu-Ayah Gugur
251 Ibu-Ayah Ibu
275 Ibu-Ayah Damai

Sumber: Mahkamah Syar’iyah Takengon

Banyaknya kasus permasalahan hak asuh di Mahkamah Syar'iyah
Takengon disebabkan oleh tindakan pihak laki-laki atau ayah yang mencoba
untuk merampas hak asuh anak. Namun, di sini perlu dicatat bahwa hukum
adat setempat tidak dapat digunakan sebagai landasan bagi para hakim untuk
menjatuhkan keputusan dalam perkara-perkara yang terjadi di Takengon.
Prioritas utama tetaplah kepentingan anak dalam pengambilan keputusan.
Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwasanya pututsan hakim tidak selalu jatuh
kepada pihak laki-laki, namun dilihat berdasarkan kepentingan anak, dan
bukti yang cukup.

Faktor yang paling mendominasi dalam perkara hak hadanah di
Mahkamah Syar’iyah Takengon adalah pihak yang sedang memegang hak
hadanah tidak memberikan pihak lain untuk bertemu anaknya. Oleh karena
itu dari sekian banyak perkara hakim akan tetap memberikan putusan
bahwasanya bagi pihak yang mendapatkan hak hadanah tetap harus menjaga
hubungan baik antara penggugat dan tergugat dan memberikan izin bertemu
pada pihak lainnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 14 huruf b UU No 35
Tahun 2014 Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, bahwasanya anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan
pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya.

Berdasarkan tabel diatas, dari sebelas (11) perkara yang ada dalam
jangka waktu 2019-2021 di Mahkamah Syar’iyah Takengon, ada empat (4)
perkara yang hak hadanah jatuh pada Ibu, satu (1) perkara yang hak
hadanah nya jatuh pada ayah, dan ada tiga (3) yang perkaranya dicabut, ada

dua (2) perkara yang damai, da nada satu (1) perkara yang gugur.
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada Perkara dengan Nomor 241,
penulis menyimpulkan bahwa hakim menggunakan Asas lus Contra Legem,
karena dapat dilihat dari perkara tersebut bahwasanya kedua anak yang ada
pada kasus tersebut merupakan anak dengan umur dibawah 12 tahun atau
anak mumayyiz, yang dimana berdasarkan Pasal 105 dan Paasal 156 KHI
hak hadanah anak yang berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun hakim
tidak memutuskan demikian karena selama anak tersebut diasuh oleh
tergugat, anak tersebut mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan,
dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang yang baik.

Dari data yang sudah penulis dapatkan, disimpulkan bahwa tidak
menutup kemungkinan orang yang mendapatkan hak hadanah adalah selain
ibu, meskipun di beberapa rujukan didapatkan ibu lebih berhak dalam
mengasuh anak yang mumayyiz, karena faktor utama dalam memutuskan
perkara hak iadanah adalah kepentingan anak.

2. Penetapan Hak Hadanah di Mahkamah Syar’iyah Langsa
Tabel 6. Penetapan Hak Hadanah di Mahkamah Syar’iyah Langsa

I J Pemegéng Hak
Tahun | NoPerkara | Penggugat-Tergugat

Hadanah
2019 | 0025 Ayah-Kakek Tidak diterima
02 | Ibu-Ayah b
2020 2 | Ayah-lbu : Ibu
100 Ibu-Ayah Gugur
34 Ibu-Ayah Ibu
o 66 Ibu-Ayah Ibu
309 Ibu-Ayah Ibu
372 Ibu-Ayah Dicabut

Sumber: Mahkamah Syar’iyah Langsa
Berdasarkan tabel diatas, dari delapan (8) perkara kasus hadanah yang
ada di Mahkamah Syar’iyah Langsa rentang tahun 2019-2021, ada lima (5)
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kasus yang hak asuhnya jatuh ke lIbu. Satu (1) kasus yang tidak diterima
karena posisi tergugat bukan di Langsa yang merupakan bukan kewajiban
Mahkamah Syar’iyah Langsa utuk memeberi putusan. Satu (1) kasus gugur.
Dan satu (1) kasus dicabut.

Faktor yang paling mendominasi di Mahkamah Syar’iyah Langsa adalah
mengambil paksa dan memindahkan KK anak hanya sepengetahuan sebelah
pihak. namun ada juga kasus yang dikarenakan anak yang ditelantarkan,
nafkah, dan juga kasar kepada anak. Dari beberapa kasus inilah dapat
membuktikan bahwa kepentingan anak lebih diutamakan dari pada
keegoisan penggugat dan tergugat. dalam kitab Al-Muhalla juga dijelaskan
bahwa orang yang lebih dapat dipercaya dalam hal agama dan dunianya
adalah orang yang berhak mendapatkan hak radanah.

Berdasarkan tabel diatas, pemegang hak hadanah paling dominan
adalah ibu. Seperti yang dikatakan dalam kitab Al-Muhalla dan kitab Syarh
al-kabir urutan yang paling utama dalam hak kadanah adalah ibu. Karena
pada dasarnya ibu lebih dapat memberi dan menunjukan kasih sayangnya,
begitu juga dalam hal mengurus anak, ibu lebih baik ketimbang ayah.
Namun tidak menutup kemungkinan ayah juga dapat memberikan kasih
sayang dan mengurus anak. Seperti yang dikatan oleh salah satu hakim di
Mahkamah Langsa, bahwa kepentingan anak lebih penting dari apapun. Jadi
jika anak lebih baik diurus oleh satu pihak, maka pihak itulah yang
mendapatkan hak hadanah.

. Analisis Putusan Hakim tentang Perkara Hak Hadanah yang Paling
Dominan di Mahkamah Syar’iyah Takengon dan Mahkmah Syar’iyah
Langsa
1. Analisis Putusan Hakim tentang Perkara Hak Hadanah yang Paling
Dominan di Mahkamah Syar’iyah Takengon
Berdasarkan data yang telah penulis dapatkan dari Mahkamah Syar’iyah

Takengon sengketa yang paling sering terjadi dalam kasus hak hadanah di
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Takengon adalah karena salah satu pihak tidak memberikan izin bertemu
antara anak yang diasuh dengan pihak lainnya.>® Sengketa ini merujuk pada
salah satu putusan yang terjadi di Mahkamah Syar’iyah Takengon, yaitu
Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/MS.Tkn.

Dapat dilihat dari duduk perkara, sengketa ini berawal ketika penggugat
selaku ibu dan tergugat selaku ayah dari seorang anak perempuan yang lahir
pada tanggal 27-07-2009 bercerai pada tanggal 27 Desember 2010. Namun
dalam putusan perceraian tidak di tuliskan hak asuh anak jatuh pada siapa.
Selama proses perceraian, anak penggugat dan tergugat sempat diasuh oleh
penggugat selama 3 (tiga) tahun selebihnya diasuh oleh pihak keluarga
tergugat yaitu kakak tergugat. Namun pada masa pengasuhan Tergugat, anak
Penggugat dan Tergugat tidak diberikan izin oleh Tergugat untuk bertemu
Penggugat dengan alasan bahwa penggugat telah menjual anak tersebut
senilai 3 (tiga) juta rupiah kepada Tergugat. bahkan dalam Kartu Keluarga
(KK) anak tersebut telah Tergugat masukkan ke dalam KK kakak Tergugat
dan berstatus sebagai anak kakak Tergugat. Karena Penggugat sangat ingin
bertemu dengan anaknya, namun terhalang oleh Tergugat, dan juga ingin
memindahkan data anak tersebut kedalam KK Penggugat, maka dari itu
Penggugat Mengajukan permohonan untuk menetapkan hak asuh pada
penggugat dan menghukum tergugat untuk menyerahkan anak pada
penggugat pada Mahkamah Syar’iyah Takengon untuk Hak Hadhanah.

Terhadap gugatan penggugat, tergugat memberikan jawaban secara
tertulis yaitu: tidak membenarkan bahwa Penggugat tidak pernah bertemu
anak Penggugat dan Tergugat. Juga alasan Tergugat tidak memberi izin
Penggugat bertremu anaknya karena pertemuan antara Penggugat dengan
anak Penggugat dan Tergugat hanya untuk kepentingan Penggugat, bukan

untuk kepentingan anak. Alasan yang lainnya juga dikarenakan karena

% Wawancara Zulkarnain Lubis, Hakim Mahkamah Syar’iyah Takengon, 16 Agustus
2023
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Penggugat tidak menjaga etika dan perilaku dihadapan anak Penggugat dan
Tergugat. Pemindahan Kartu Keluarga juga dilatarbelakangi oleh keinginan
untuk memudahkan pengurusan berbagai kebutuhan anak, termasuk dalam
hal kesehatan, pendidikan, dan aspek lainnya.

Untuk menguatkan dalil yang dinyatakan Penggugat, Penggugat
menghadirkan empat (4) orang saksi dan Tergugat mengajukan dua (2)
orang saksi. Namun alasan Tergugat yang tidak memberikan izin bertemu
antara anak dengan Penggugat karena Penggugat berperilaku tidak baik pada
anaknya, tidak dapat dibuktikan oleh tergugat. maka dalam hal ini yang
dinyatakan Tergugat tidak dapat dibuktikan

Dalam putusannya peneliti dapat menyimpulkan bahwa Mahkamah
Syar’iyah Takengon dalam amar putusannya telah mengabulkan
permohonan Penggugat untuk mendapatkan hak hadanah anak tersebut.
Berdasarkan putusan hakim dalam perkara tersebut, maka penulis dapat
menganalisis sebagai berikut:  Bahwasanya hakim menerima gugatan
penggugat secara formal berdasarkan Pasal 156 KHI vyaitu ketika terjadi
perselisinan antar suami dan istri tentang hak asuh anak maka pengadilan
memberikan putusannya.

Pasal 41 a dan Pasal 45 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan menegaskan bahwa walaupun terjadi perceraian antara kedua
orang tua, baik ibu maupun bapak tetap bertanggung jawab untuk
memelihara dan mendidik anak mereka sampai anak tersebut mencapai usia
dewasa. Ini mengindikasikan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak
tidak tergantung pada status perkawinan mereka dan tidak bergantung pada
siapa yang mendapatkan hak hadanah.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak bahwasanya setiap hakim memutuskan segala sesuatu
tentang anak, maka yang menjadi sorotan utama adalah kepentingan anak,

karena setiap anak memeiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan
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berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
Kemudian Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2019 tentang Syarat
dan Tata Cara Penunjukan Wali yaitu; “Penunjukan Wali bertujuan untuk
melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta
Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik
Anak”.

Alasan yang digunakan tergugat untuk menghalangi penggugat bertemu
anaknya yaitu: pertemuan hanya untuk kepentingan penggugat, penggugat
membuat si anak benci tergugat, penggugat berperilaku tidak baik didepan
anak, merupakan alasan yang tidak dapat dibuktikan dan tidak dapat
diterima.

Menurut penulis sikap kakak Tergugat yang merubah identitas anak
Penggugat dan Tergugat merupakan tindakan melanggar hukum yaitu
pemalsuan data dan pemalsuan identitas anak yang berhubungan dengan
nasab sianak. Hakim juga menganggap tindakan ini dapat menghilangkan
nama ibu kandung anak tersebut dalam dokumen penting.

Hakim memutuskan untuk menerapkan Pasal 105 Ayat 1 KHI, yang
menyatakan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau
belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Selain itu, hakim juga merujuk
pada hadis yang menyatakan, “"Barang siapa yang memisahkan antara ibu
dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan antara dia dan orang-
orang yang dicintainya kelak di hari kiamat" (HR. Tirmidziy dan lbn
Majah).

Penggunaan Pasal 156 KHI juga oleh hakim, yang menetapkan bahwa
dalam kasus perselisihan antara suami dan istri mengenai hak asuh anak,
pengadilan memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang berhak atas
hak hadanah tersebut. Hakim juga merujuk pada Pasal 4 Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menekankan bahwa

keputusan harus diambil berdasarkan kepentingan terbaik anak. Dilihat dari
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putusan para hakim seluruhnya, para hakim juga sudah memenuhi asas
putusan, yaitu yang pertama memuat alasan yang jelas dan rinci. Yang kedua
wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Yang ketiga tidak boleh
mengajukan lebih dari gugatan. Maka putusan tersebut dianggap sah atau
tidak cacat.

2. Analisis Putusan Hakim tentang Perkara Hak Hadanah yang Paling

Dominan di Mahkamah Syar’iyah Langsa

Berdasarkan data yang sudah penulis dapatkan dari Mahkamah Syar’iyah
Langsa, sengketa yang paling dominan di Mahkamah Syar’iyah Langsa
adalah mengganti atau memindahkan Kartu Keluarga tanpa persetujuan dari
pihak lain secara sepihak.>® Contoh sengketa ini dapat dilihat di Nomor
Putusan 66/Pdt.G/2021/MS.Lgs.

Berdasarkan nomor putusan tersebut sengketa ini diawali pasangan
suami (Tergugat) istri (Penggugat) yang bercerai pada tanggal 19 Maret
2015. Selama melangsungkan pernikahan kedua pasangan ini menghasilkan
dua orang anak, yaitu anak Laki-Laki berumur 5 tahun dan anak Perempuan
berumur 4 tahun. Dalam putusan perceraian tidak ditetapkan masalah hak
asuh anak. Selama masa perceraian berlangsung, Tergugat tidak pernah
memberi nafkah untuk anaknya, sehingga Penggugat lah yang menafkahi
anak-anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga memindahkan KK
Penggugat dan anak-anak ke Banten tanpa sepengetahuan Penggugat. Dalam
hal mengasuh anak, Tergugat juga sangat kasar dan emosional dalam
mendidik anak sehingga membuat Penggugat takut akan didikan Tergugat
yang dapat merusak mental anak-anak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat memohon kepada

Mahkamah Syar’iyah Langsa untuk mengabulkan gugatan Penggugat

51 Wawancara lbnu Rusydi, Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa, 10 Agustus 2023
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menjadi pemegang hak asuh dari anak-anak Penggugat dan Tergugat.
Karena Tergugat tidak tidak pernah menghadiri persidangan, maka jawaban
tergugat atas gugatan penggugat tidak dapat didengarkan.

Berdasarkan putusan hakim: hakim menerima gugatan penggugat secara
formal berdasarkan Pasal 156 KHI bahwa ketika terjadi perselisihan antar
suami dan istri tentang hak asuh anak maka pengadilan memberikan
putusannya. Jika terdapat konflik terkait hak hadanah, putusan akhir akan
ditentukan melalui proses peradilan sesuai dengan aturan yang berlaku

Hakim memutuskan putusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 2 huruf (b) dan
(c) dan Pasal 14 Undang-Undang tersebut, baik menyangkut kesejahteraan
anak, pendidikan anak, moralitas dan aqgidah anak, termasuk kedekatan
secara psikologis anak terhadap siapa yang telah memeliharanya selama
orang tuanya berpisah atau dalam hal keduanya bercerai agar anak dapat
tumbuh berkembang dengan baik, bukan berdasarkan kepentingan orang tua
atau yang memeliharanya.

Meskipun Tergugat telah dianggap mengakui dalil-dalil gugatan
Penggugat, namun berdasarkan Pasal 283 RBg. Hakim tetap memebankan
pembuktian pada Penggugat dan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hakim harus mendengar
keterangan dari saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang terdekat
Penggugat.

Berdasarkan pasal 105 a KHI bahwa yang berhak mendapatkan hak asuh
anak yang masih mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah ibunya,

namun seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa kepentingan anak
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merupakan hal yang paling utama. Jadi bisa saja ibu tidak mendapatkan hak
hadanah jika ibu tidak bisa memenuhi kepentingan anak.>?
Putusan hakim juga sesuai atau tidak bertentangan dengan syariat,
merujuk pada Al-Bagarah ayat 233 yang berbunyi®:
ol 4 3835 ¥ g, 3 5L Y
Artinya : Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya

dan seorang ayah
Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Perlindungan Anak, maka tidak ada yang menghalangi anak untuk bertemu
penggugar atau tergugat. Jika penggugat selaku pemegang hak asuh tidak
memberi izin bertemu pada tergugat, maka berdasarkan ketentuan Surat
Edaran MA Rl Nomor 1 Tahun 2017, maka hal itu dapat dijadikan alasan
untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh pada anak tersebut.

Dilihat dari putusan para hakim seluruhnya, para hakim juga sudah
memenuhi asas putusan, yaitu yang pertama memuat alasan yang jelas dan
rinci. Yang kedua wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Yang ketiga
tidak boleh mengajukan lebih dari gugatan. Maka putusan tersebut dianggap
sah atau tidak cacat,

Dilihat dari kedua putusan di Mahkamah Syar’iyah Takengon dan

Mahkamah Syar’iyah Langsa keduanya menetapkan hak hadanah anak

mumayyiz atau anak yang berumur dibawah 12 tahun pada ibunya, jika merujuk

pada hukum positif dan dikorelasikan dengan pendapat Ibn Hazm dalam kitab

Al-muhalla dan pendapat al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Syarh al-Kabir,

maka dapat diketahui ada kesamaan yaitu bagi anak yang mumayyiz atau anak

yang berumur dibawah 12 tahun, maka pemegang hak asuh anak itu lebih

condong ke Ibu. Namun Ibu bisa saja tidak mendapatkan hak hadanah apabila

52 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam..., hlm. 50.
%3 QS. Al-Bagarah (2): 233
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ada sesuatu yang membuat pihak lain lebih berhak mendapatkan hak tersebut,
hal ini biasanya dilihat dari kepentingan anak. Inilah yang menjadi perbedaan
antara hukum positif dengan pendapat Ibn Hazm dalam kitab Al-muhalla dan
pendapat al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Syarh al-Kabir. Jika dalam hukum
positif yang diutamakan adalah kepentingan anak, menurut pendapat Ibn Hazm
dalam kitab Al-muhalla dan pendapat al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Syarh
al-Kabir ada hal lain yang dijadikan patokan utama dalam memutuskan hak

hadanah yaitu kepentingan agama baik si anak maupun pemegang hak sadana.

adlas (3 135 Wgh 535 Setaliy Bily s duad

Artinya: mempersiapkan dan menjaga kemashlahatan anak pada
waktu anak tersebut lemah dan belum bisa membedakan
sesuatu yang membahayakan dan memberi manfaat
padanya. >*

Definisi kepentingan anak yang penulis dapatkan dari hukum positif dengan
rujukan yang telah penulis sebutkan diatas terdapat perbedaan yang signifikan.
Dalam kitab Al-muhalla dan Al-Hawi Syarh al-Kabir kepentingan yang harus
dijadikan patokan utama dalam memutuskan hak hadanah adalah kepentingan
dalam hal agama yang lebih didahulukan dari pada kepentingan dalam hal
dunia. Kepentingan dalam hal agama adalah ketika yang mendapatkan hak
hadanah harus orang yang dapat menjaga agama anak tersebut, dengan maksud
pemegang hak hadanah adalah orang yang beragama islam. Disebutkan dalam
kitab Al-Hawi Syarh al-Kabir®

0,8 WS i T3S 4yl d) OB WLdd o) (3 Syl s el badig

Artinya : “dan syarat ketiga adalah islam pada anak yang muslim, jadi jika
salahsatu pemegang hak hadanah kafir, maka dia akan
mengugurkan hak hadanahnya.

Kemudian dalam kitab al-Muhalla juga disebutkan: “Ibu kafir lebih berhak
menyusui anaknya yang masih kecil selama masa menyusui. Apabila dua anak

54 Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir...hlm 498.
551bid...him.502
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tersebut telah baligh dan mandiri, maka ibu yang kafir tidak boleh

mengasuhnya”. %

Sementara dalam hukum positif yang dijadikan poin penting hanyalah
kepentingan dunia saja yaitu pihak yang mendapatkan hak hadanah adalah
pihak yang mampu memenuhi kebutuhan anak tersebut dalam hal pendidikan,
pemeliharaan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang anak, dan juga
mampu memenuhi biaya hidup si anak. Namun ada beberapa kasus dimana
agama juga dijadikan pertimbangan hakim saat memutuskan hak hadanah.
Tetapi tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang apakah pemegang hak

hadanah haruslah islam atau harus seagama dengan anak tersebut.

5% Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, al-Muhalla...,hlm. 205
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BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka penulis
mengambil beberapa kesimpulan penting tentang permasalahan-permasalahan
yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Berdasarkan putusan Mahkamah Syar’iyah Takengon dan Mahkamah
Syar’iyah Langsa, hak hadanah pada anak mumayyiz akan cenderung
diberikan kepada ibu, karena ibu lebih dapat menunjukan rasa kasih
sayangnya. Namun tidak menutup kemungkinan hak fhadanah akan
diberikan kepada pihak selain ibu demi menjaga kepentingan anak.
Seperti putusan yang ada di Mahkamah Syar’iyah Takengon, ada satu
putusan yang pemegang hak hadanah dijatuhkan pada ayah. Adapun
pertimbangan hakim si Mahkamah Syar’iyah Takengon memberikan hak
hadanah kepada ayah sesual kepentingan anak yaitu karena pasca
perceraian anak tersebut tinggal dengan ayah dan nenek kakek dari pihak
ayah.

2. Dalam memutuskan hak hadanah, para hakim Mahkamah Syar’iyah
Takengon dan Mahkamah Syar’iyah Langsa memutuskan berlandaskan
hukum yang berlaku atau hukum positif, salah satunya adalah aturan
hukum islam yang sudah dijadikan hukum positif yaitu Kompilasi
Hukum Islam yang merupakan ijtihad para ulama besar Indonesia yang
diselaraskan dengan kebutuhan dan adat warga setempat, yaitu Pasal 105
KHI yang isinya “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum

berumur 12 tahun adalah hak ibunya.”
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B. Saran
1. Untuk para hakim agar berhati-hati dalam memutuskan perkara hak
hadanah karena siapa yang mengasuh anak tersebut sangat berpengaruh
pada tumbuh kembang anak.
2. Kepada masyarakat untuk lebih mempelajari pola asuh yang baik untuk
anak, memahami apa yang diinginkan anak dan tidak mementingkan diri

sendiri hanya karena rasa keegoisan yang ingin menguasai anak.
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